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BUPATI BATU BARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

NOMOR   2   TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA                  

NOMOR 9 TAHUN 2010  

TENTANG PAJAK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BATU BARA, 

 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 180 angka 5 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan paling lambat 

31 Desember 2013; 

b. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Daerah 

Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2010 belum 

dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011, disebabkan 

perlu adanya persiapan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 

pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

c. bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan huruf b, diatas dipandang perlu dilakukan 

penyempurnaan perubahan dibeberapa Pasal dari Peraturan 

Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, b, dan c diatas perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.  
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2007 Nomor 82, Tambahan Lembar an Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara 

Tahun 2010 Nomor 9). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

 

dan 

 

BUPATI BATU BARA, 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK 

DAERAH. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu 

Bara Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 50 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125 % (nol koma satu  

dua lima persen) per tahun; 

b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima 

persen) per tahun. 

 

2. Penjelasan Pasal 51 diubah. 

 

3. Penjelasan Pasal 54 diubah. 
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4. Penjelasan Pasal 55 diubah 

 

5. Penomoran pasal pada Pasal 55 Bab II Bagian Kesebelas 

Paragraf 1 diubah menjadi Pasal 56.  

 

6. Penomoran pasal pada Pasal 57 Bab II Bagian Kesebelas 

Paragraf 2 diubah menjadi Pasal 58. 

 
7. Penomoran pasal pada Pasal 59 Bab II Bagian Kesebelas 

Paragraf 3 diubah menjadi Pasal 60. 

 

8. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) sebagaimana dimaksud pada 

angka 4 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 60 
 

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar 

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6). 

(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

terutang dipunggut di wilayah Kabupaten Batu Bara, 

daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. 

 

9. Penjelasan Pasal 61 diubah. 

 

10. Penjelasan Pasal 62 diubah. 

 

11. Penjelasan Pasal 64 diubah. 

 

12. Penjelasan Pasal 65 diubah. 

 

13. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah sehingga Pasal 66 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 66 
 

(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya 

dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 65 ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 
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(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), berupa karcis dan nota perhitungan. 

(3) Tata cara penetapan pajak diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 

14. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah sehingga Pasal 67 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 67 
 

(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya 

dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 

65 ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau 

SKPDKBT. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh 

wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

pada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

setelah berakhirnya masa pajak. 

(4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

15. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 

diubah, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, 

ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan 

ayat (7), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 68 
 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB dalam hal : 

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 

lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 

jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur 

secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 

3) Jika kewajiban mengisi SPTD tidak dipenuhi, pajak 

yang terutang dihitung secara jabatan 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah 

pajak yang terutang. 
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c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan 

angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutang pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan 

sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% 

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum 

dilakukan tindakan pemerinksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi 

administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. 

 

16. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 

69 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 69 
 

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 

67 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 

penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

17. Ketentuan Pasal 73 dihapus. 
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18. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 

95 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 95 
 

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang 

karena kealpaannya memenuhi kewajiban merahasiakan 

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan 

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 

4.000.000,- (empat juta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dengan 

sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 

menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)  dan 

tahun pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan 

orang yang kerahasiaannya dilanggar. 

(4) Tuntutan pidana saebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut 

kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib 

Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. 

 

19. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 96 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan 

ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) merupakan 

penerimaan negara. 

 

20. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 99 A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 99 A 

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah 

ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. 
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21. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 100 

berbunyi sebagai berikut. 
 

Pasal 100 

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

(2) Dihapus. 

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu 

Bara. 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara. 

 

Ditetapkan di Lima Puluh 
pada tanggal 19 Juni 2012 
  
BUPATI BATU BARA, 

 

 

 
OK ARYA ZULKARNAIN 

 
 
Diundangkan di  Lima Puluh 
pada tanggal 20 Juni 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA, 

 

   
 

ERWIN 

PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP.195604241980031029 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2012 NOMOR 2 

  

       

      


